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TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

EEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU BATU FINTU KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang

babma untuk berdirinvn Sckolah Swosta di Kabupaten
Rokan Hilir diperlukan legalitas hukum dalam ek
Izan Operas:qonal yang dikukuhksn dengan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal das Pelayanan Terpadu
Satu Pmiu Kabupaten Rakan Hilir:

b. bahwa wuntuk dikelusrkan Summt Izin  Opecasional

scbagaimana dimakswd hural a harus memenuhi
ketenituan yang berlakog;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sehagaimana
dimpksud pada burafl & dean humf b perlu menstapkan
Eeputusan  HKepaln Thinas Penanaman  Medel dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang  Persetujusn
Perpanjangan lein Operasional Sekolah Swasta;

Undang-Undang  Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Fembeniukan Kabupaten Pelalawan, Eobupaten Rokan Hulu,
habupaien Fokan Hilir, Kobupaten Sk, Habupaten
Barimun, Eabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senging
din Hole Batnm {Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Megara Repablik
[ndonesia Nomor 3903), scbagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang  MNomor 34 Tahon 3008 tentang
Perubahan Hetgn Ates Undang-Undang Nomor 53 Talmn
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupsten Rokan Hilir, Kabupaten Sisk,
H.E.Iﬂ.l_p&l.-&u Enrimun, Kabupaten Matuna, Eabopaten Kuantan
Sengingl  dan  Kota Batam  (Lembaran  Negara  Fepublik
[ndonesta Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim
Pendidikan MNasional (Lembaran Negara Republik
Imdonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahen Lembaran
Hegara Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undeng  Momor 23 Tahus 2014 tenitang
Pemerintahan Daereh Lembaran Negoars Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran  Megors
Republik Indonesis Momor 5587) sebognimana telah dinbak
bebernpa Jeali, terakhir dengnn Undang-Undang Momor 9
Tahun 2015 tentang Perubshan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemeriniohan  Deersh
(Lembaran Negira Republie Indonesia Taliis 2015 Nomor 58,




10,

11,

12,

13,

14.

Tambahan  Lembarsn Megnrn  Repubdik  Incksiesia Moo
_I..,|'h,'.'l.2||-

Unddang atwlang  Nonwe 11 Tabiim 2020 entang Cipla
Kema [Lembuaran Negara Republik [ndonesin Tahun FOI0
Namor J4% Tambahan Lembaran  Negari Repubilik
Indomesin Momaor 6573

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun A010 tenitang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ilmmimEﬂ_n
Negarn  Republik  Indonesin Tahun 2010 Momor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia M cermiar
5105] scbagaimana  diubah  dengan Peraturan
Pemerintah Momor 66 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Ti:l.ht:l.nlll'ﬂl'ﬂ
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2010
Momor 112, Tambahan Lembaran HNegara Republik
Indonesia Momor S157)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Perizinan  Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 62135);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Momor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Presiden Momor 97 Tahun 2014 tentang
Penvelenggaraan  Pelayanan Terpadu Satu  Pintu
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
MNomor 221};

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Perndidilcan
Monformal (Berita Megara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor BTT);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendinian, Perubahan,
dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Megara REepublik Indonesia Tahun 2014 MNomor
807}

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kemudayaan Nomor
B4 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dinid;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956},

Surat Edaran Kementrian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang
Pemberian lzin Pendirian Satuan Pendidikan:

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11
Tehun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan




Menetaplkan

Kesam

:

i

Perangkal  Doeraby habnepiten Hokan Hilie (e baran
werah Talum MG Momor 11) schagaimaies elak
diubah deigan Peraturan Dacrah Kabupaten Bokan Hilie
Momor 14 Tabhun 2019  tentang  Perubaban Atas
Peratiiran Daermh Kabupaten Hokan Hilie Nomer 110
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Duerah
Kabupaten Rokan Hillt (Lembaran Dacrah Kalripaten
Rokan Hilir Tahun 2009 Nomor 13

15 Peraturan Hupati Rokan Hilir Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungs:
Dan Tatn Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir (Benta
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 Nomor 58);

16. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pendelegasian Kewenangan o1 Bidang Pelayanan
dan Penandatangan Perizinan dan NonPerizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir,
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KEPUTUSAN KEFALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
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Persetujuan Izin Operasional Sekolah Swasta TH MUTIARA
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